
 
 

 
 
 

 
BUPATI POLEWALI MANDAR 
PROVINSI SULAWESI BARAT 

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR 

 NOMOR 1051 TAHUN  2023 
 

 

BIAYA OPERASIONAL PENDISTRIBUSIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK 

TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2023 

 

BUPATI POLEWALI MANDAR, 
 

Menimbang  : bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Polewali 

Mandar Tahun Pajak 2023, maka perlu menetapkan Biaya 
Operasional Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak 

Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023, yang 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati ; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

2. Peraturan  Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi 

Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 1) sebagai 

mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 9); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5); 

5. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara 
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah 

Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 31). 

SALINAN 

 



 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  :  

KESATU : Menetapakan Biaya Operasional Pendistribusian Surat 
Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) Kabupaten Polewali 

Mandar Tahun anggaran 2023, 

KEDUA : Besar Biaya Operasional Pendistribusian Surat Pemberitahuan 

Pajak Terhutang  PBB-P2 sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima 

Ratus Rupiah) per lembar, dengan rincian sebagai berikut: 

a. pengawas dan Pengendali  Pendistribusian SPPT PBB   
Kabupaten Polewali Mandar Rp. 250,- (Dua Ratus Lima 
Puluh Rupiah) per lembar, 

b. camat sebesar Rp. 300,- (Tiga Ratus Rupiah) per lembar, 
c. kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Pendapatan 

Kecamatan sebesar Rp. 300,- (Tiga Ratus Rupiah) per 
lembar,  

d. lurah/Kepala Desa sebagai Kolektor sebesar Rp. 300,- (Tiga 
Ratus Rupiah ) per lembar, dan 

e. pembantu Kolektor sebesar Rp 1.350,- (Seribu Tiga Ratus 

Lima Puluh Rupiah) per lembar. 

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 

Anggaran 2023. 

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
 

Ditetapkan di Polewali 
pada tanggal  3  Agustus  2023 

 

  BUPATI POLEWALI MANDAR, 
 
 

                   ttd 
 
 

ANDI IBRAHIM MASDAR 

 
 

 
 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
Polewali  3  Agustus  2023                   
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